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INTISARI 

Pelaksanaan pendaftaran tanah di lndonnesia hingga sekarang belum 
mencapai basil yang seperti diharapkan, karana sebagaian besar pemegang bak 
atas tanah belum secara teratur melaksanakan kew�Yib81Dlya untuk 
mendaftarkan tanahnya. Ketidaklancaran pelaksanaan pendaftaran tanah 

secara wnum hal terebut disebabkan adanya beberapa hambatan an tara lain : 
1. Masih rendahnya kesadaran bukum masyarakat dibidang pertanahan. 
2. Pendaftanm tanah oleb masyarakat masih dirasa mahal, proses yang 

berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama 
3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan 

pertanahan. 
Untuk mengatasi bambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pendaftaran tanah, maka pemerintah melakukan terobosan dibidang pertanahan 
melalui kegiatan pensertipikatan tanah secara massal yang dikenal dengan 
PRONA Pertanahan Tujuan dari dari PRONA Pertanahan antara lain 
menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dibidang 
pertanahan. 

Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk menuangkan ke 
dalam sebauah tulisan yang betjudul Pengarub Proyek Operasi Nasional 
Pertanahao Terhadap Minat Masyarakat Sekitarnya Dalam Pensertipikatan 
Tanah di Kecamatan Playen Kabupaten Ounungkidul. Tujuan pengambilao 
judul ini kanma penyusun ingin mengetahui apakah dengan adanya PRONA 
Pertanahan mempengaruhi minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah. 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian sunrey lapang yang 
menitikberatkan pada penelitian relasiooal, dengan mempelajari bnbungan 
variabel PRONA Pertaoahan (variabel pengaruh) dan variabel minat 

masyarakat sekitamya dalam pensertipikatan tanah (variabel terpeogaruh). 
Tehnik analisis yang digunakan adalah : 
1. Analiasis Satu Variabel atau Tabulasi Frekuensi. 
2. Analisis Dna Variabel Atau Tabulasi Silang. 
3. Analisis Kuantitaif7Statistik dengan menggunakan rumus Korelasi Product 

Momont 
Dari basil analisis data dengan menggunakan beberapa tehnik analisis 

tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Pelaksanaan PRONA Pertanaban berpengarub positif terbadap minat 

masyarakat sekitamya dalam pensertipikatan tanah. 

2. Penyuluhan dalam rangka pelaksanaan PRONA Pertanahan kegiatan yang 
paling mempengaruhi minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikat 
tanah. 
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A. Latar Belabac Masalah 

BABI 

PINDAHULUAN 

Tanah sebagai karuoia Tuhan Yaog Maha Esa kepada Baogsa Indonesia, 

merupakan salah satu modal utama dalam pembangnnao lll8B)'8I'8kat yang sejabtera 

berdasarkan Pancasila dan Undaog-Undaog Dasar 1945 seperti yang dicita-citakao 

Proklamasi 17 Agustus 1945. 

Dalam usaba untuk mewujudkao masyarakat sejahtera itu, maka baogsa 

Indonesia melaksanakan pemb81J81man nasional secara berenCEa, menyeluruh dan 

menta. Pembaogunan Nasiooal dilaksanakan baik oleb Pemerintah Pusat dan 

Daerah maupm yang dilaksaoakan oleh masyarakat. 

Melihat perlrembaogan pembangnnan di Indonesia yang tumbub deogan 

pesat maka kebutuhan akan tanah menjadi saogat penting dan meniJJ8kat, bal ini llam 

mendukung pembangunan itu sendiri. Berbagai pihak de1J8811 tujuan yang berlainan 

terns mencari kesempaan untuk memperoleb taoab yq sesuai de11p1 

kebutubanoya, kadaog-kadang dalam memperoleb tanab tersebut menimbullam 

kooflik dan seiJ81ceta tanah yang rumit dan berlcepiB\iaopL Di satu pihak 

pembaogunan membutubkan tanah sebagai sarana dari pembangnnao, di lain pihak 

masyarakat membutubkan tanab sebagai tempat tinsgal dan sebagai sumber mala 

pencabarian sebari-hari. 

Selmbuogan deogan hal tersebut di atas maka Pemerintah mengeluarlam 



Penduran Pemerintah Nomor 10 Talnm 1961, yang kemudian disempumakan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Talnm 1997 Teotq Pendaftanm TIDih, yang 

mengbaruskan setiap tanah yang dimiliki oleh seseonmg atmJ badan bulwm harus 

didaftarkan guna mendapatlam kepastian hulrum hale atas tanah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai cfensan Pasal19 UUP A yq berbunyi : 

1. Ulltuk meajamill kepastlaD ... am oleh Pemerlatah dladako 
peadaftaraa taaah di selarah wilayah Repablik Woaesia me....t 
kete�keteatau YDI dlatar deJIIo Perataro Pemerllltah. 

l. Pendaftaru terseHt dalam ayat (1) pas aliBi meliputi : 
a. Peapkuraa, pemetao do pciDhllklwl taaah; 
b. Pendaftaran hak-hak atas toah daa peralihan hak-hak 

terse bat; 
c. Pemberlan sarat-sarat tanda nkti, yaac berlalul sebacai alat 

pembuktien YDI bat. 
3. Pendaftaran tanah diseleaccaraku deacan meacialat keadaan 

necara do JDasyarakat, keperlnan Jal&..llntas ...... ekoaoml serta 
kemnncldnaa peayeleaccaraaiiiiJa, meiiiii'Dt pertialhaacan Meateri 
Acrarla. 

4. Dalam Perature Pemerintah diatar biaya-biaya yaac bersaqkutaa 
deaco peadaftaraa tersebut dalua ayat ( 1 ) .. atas, denco 
keteatnan balnra rakyat yaac tidak IIIIDIJRl &ebaskan dari 
pelllhayaran blaya-blaya tersebut. ( Boedl Harsono, 1994 : 11 ) 

Sejak ditmdaoglamnya hiiJ888- sekanmg pendafbuau tauah di Indonesia 

belmn mencapai basil seperti yang diharapkau, karena seblf8ian besar dari 

pemegq hak alas tauah belum secara teratur melaksauakau kewlgibaunya untuk 

mendaftarkau tauahnya di Kantor Pertauahan guna memperoleh suatu hak alas tauab 

menurut ketentuau UUP A 

Hal tersebut di alas karena sebagian masyarakat pemegang hak alas tanah 

masih ber&IJ888Pan bahwa uotuk meogurus sertipikat tanah secara rutin dit asakan 

saogat sulit, memerlukan biaya yaog mahal, proses yaog berbelit-belit dan waktu 



Ketidaklancaran peuyeleqaraan pendaftaran tanah sebeiWliJa 
•ukanlah sekedar •iaya saja. Banyu faktor-faktor lain J•lll 
mmpeqarabl, seperti : Pendaftaran tanala dipandaq olela masyarabt 
masih berbelit-belit; branpya kesadaran lwllmn peme&aJII b.ak atas 
tanah; karaq terampllnya aparat pclaksana dan seh&alaJ• ( Sudjlto, 
1987: s) 

Kea.da.an tersebut menyebabkan inisiatif masyarakat uotuk mendaftarlam 

tanabnya ke Kantor Pertanahan terasa kurang, kareoa masyarakat beraosgapao 

bahwa uotuk memperoleh sertipikat hale atas tanah secara rutin membutuhkan biaya 

yang mabal, prosedur yang berbelit-belit, dan waktu yq lama. 

Di Kabupaten Ounuogkidol pada mmmmya dan di Kecarnatan Playen pada 

ldmsusnya, bahwa sebelmn berlalamya UUP A secara penuh di Daerah Istimewa 

Y ogyakarta diketahui sudab ada beberapa tanda bukti hale atas tanab seperti : Leter 

C Desa, Model E, Model D. Sejak diberlakulamnya UUP A di Daerah Istimewa 

Yogyakarta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Talmo 1984 tanda bukti hale 

atas tanah seperti tersebut di atas dapat lBIJ8SIIDg didaftarlcan mduk mendapatkan 

sertipikat hale atas taoab di Kantor Pertanahan atas pennohonan yang bedlak. N81D1Dl 

kenyataan masih ada smgsapan oleh sebagian masyarakat desa di kecarnatan 

tersebut, bahwa dengan memiliki tanda bukti hale tersebut sudah cukup kuat dan 

aman untuk membuktikan penguasaan!pemilikan tanahnya, sehingga diantara meraka 

belum merasa perlu uotuk mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanshan guna 

memperoleh sertipikat hale atas tanah. 

Melihat keadaan di atas menmjukan bahwa pendaftanm tanah, sejak 

dikeluarlcannya Peraturao Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sarnpai kemudiao 



peratunm pelaks811881l dari Pasal 19 UUPA belmn berjalan lancar dan memenuhi 

harapan. Secara mnum hal ini disebabkan adanya beberapa hambatan antara lain : 

1. Masih rendalmya kesadaran lmkmn masyarakat di bidaog pertanahan 

2. Pendaftaran tanah oleh masyarakat masih dirasa mahal, proses YBD8 berbelit­

belit dan membutubkan waldo yaoslama. 

3. Masih kunmgoya pengetahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan 

pertanahan, kbususnya tentang pendaftaran tanah dan arti pentin8 sertipikat hak 

Bias tanah. 

Untuk mengatasi berbagai hambatan yq dihadapi dalam pelaks811881l 

pendaftaran tanah tersebut, maka sejak tahun 1980-an pemerintah melakukan swdu 

terobosan di bidan.g pertanahan, dalam raogka menyukseskan Catur Tertib 

Pertanahan, yang meliputi : Tertib Hukmn Pertanahan, Tertib Administrasi 

Pertanahan, Tertib PerJ881maan Taoah, Tertib Pemeliharaan Taoah dan LingJnmsan 

Hidup, maka diambil langkah-langkah YBD8 antara lain berupa usaha menWgkatkan 

pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pensertipikatan tanah secara massal 

yang d.ikenal dengan Proyek Operasi Nasional Asraria (PRONA), sebagaimana 

tennaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981. 

SehublJD8811 dengan adanya peniJJskatan status Direktorat Jenderal Agraria 

Departemen Dalam Negeri menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai 

dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, maka Proyek Operasi Nasional 

Agraria ini disesuaikan menjadi Proyek Operasi Nasional Pertanahan disin8bt 

PRONA Pertanahan Tujuan dari PRONA Pertanahan tersebut adalah : 



1. MeninP,..tkaD pelayoo kepada masyarwt seba1almana dl 

amaaatun dalam Garis-Garis Besar Habwa Netara (GBHN) taban 

1978, otara lain deqo pemertlplkato tauh secara mauaL 

l. MeJIIIIDbabkaa do meniDP,..tkan kesadarolmk11111 masyarwt dl 

bldaq Acrarla (Pertaaahaa), acar lebBI sadar akaJI hak do 

kewajlb.-ya atas tauh. 

3. Usaha 1llltuk meapraql dan mea:yelesalku seJIIk.eta tauh. ( 

Sudjlto, 1987 : 11 ). 

Sesuai deiJ88D tujuan dari PRONA Pertanaban tersebut maka program 

pelaksanaannya dilakulam secara terpadu dan ditujukan kepada segenap lapisan 

masyaralcat terutama golo!J880 ekonomi lemah. 

Sebagai sasaran akhir dari PRONA Pertanaban adalah uotuk mewmbuhkan 

kesadaran hukmn masyarakat di bidang pertanahan, agar masyarakat lebih sadar 

akan bak dan kewajib801J.Y8. atas tanah. Oleh karena itu PRONA Pertanahan ini 

dimalarudkan juga untuk menmgsang minat masyarakat agar mau mensertipikatkan 

tanalmya atas kesadaran sediri, setelah mengerti arti dan kegunaan sertipikat tanah. 

Sehingga deD8311 adanya PRONA Pertanahan di suatu daerah diharapkan 888f 

masyarakat yang tidak terkena PRONA Pertanahao dapat memahami tentaog arti 

penting sertipikat tanah dan pada akhirnya bersedia untuk mensertipikadcan tanahnya 

laogsung ke Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan kesiapao dan keuiampuao 

masing-masing pemilik tanah. 

Jadl dequ PRONA iai Pemerbltah meiUeribD raqsaqaa kepada 

peme1aq bak atas taaah •car ma• memertiplkatkan tuaalmya do 

benuaha membotu meayelesalkan sebatk-baJiuaya seJIIketa­

seapeta taaala yaq bersilat strateps dequ Jain me...,erlkaa 

kepada mereka (peme101 bak atas tuah) berbatal lasftltas ataa 
lr�-ndehen_ ( Sodllto. 1987 : 7 ). 



Berdasarlam uraian latar belalamg di atas, maka penyumm tertarik tmtuk 

meneliti dan menyajikan dalam bentuk skripsi dengan judul : PINGAJlUH 

P:ROYEK OPER.ASI NASIONAL PEKTANABAN TlltBADAP JriiNAT 

· MASYAKAKAT SEKITAitNYA DALAM PENSJ!!:RTIPJKATAN TANAB DI 

KKCAMATAN PLAYEN KABUPATJ!!N GUNUNGKIDUL. 

B. Penmuuaa Masalah. 

Pemilikan dan peoguasaan tanah oleh masyarakat yq bebDD meiJ8CI1i cbm 

memahami secara baik dan beoar pendunm pertanalum menganggap bahwa Leter C 

Desa, Model E, Model D adalah tanda bukti hale milik hak atas tanah yang cukup 

kuat dan aman uotuk membukt:ilam pemilikan dan peoguasaao tanah. An8gapan ini 

tentunya salah karena tanda bukti hak tersebut belum dapat menjamin kepastian 

hukmn hak alas tanah menurut UUP A Disarnping itu pada seb98ian masyaralcat 

lainya ada yang telah menyadari bahwa dengan memiliki sertipikat tanah dapat 

menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. 

Namun oleh seb98ian masyarakat, terutama masyarakat pemilik tanah yaog 

tinagal di pedesaan masih ada yang belum meugetalwi tentq tata cara pe1J8111US• 

sertipikat tanah. Pengertian yang mereka miliki UDtuk meogmus sertipikat taoah 

tersebut memerlukao biaya yang mahal, prosedur yang bebelit-belit dan waktu yang 

lama Untuk meugbilsmgk.an atau setidak-tidaknya dapat mengtnDgi angapan 

tersebut, maka Pemerintsh melabanakan program persertipikatao taoah secara 

massal yang dikenal de1J880 PRONA Pertsmahan sebagai salah satu upaya 



sertipikat bak atas tanah dengan biaya yang rnurah, mudah dan cepat daJam 

pelayanannya 

PRONA Pertanahan tidak mungkin dilaksanakan secara serentak dan 

menyeluruh, lrnrena keterbatasan pemerintah daJam hal biaya, tenaga dan sarana 

penunjang lainnya Oleh karena itu PRONA Pertanahan dilaksanakan pada lokasi­

lokasi tertentu dan dilakukan secam bertahap serta ditujukan terutama kepada 

masyarakat golongan ekonomi lemah. 

Seperti diketahui bahwa kegiatan PRONA Pertanahan meliputi : 

Penyuluhan, pendaftaran peserta, pengukuran dan basil akhir dari kegiatan tersebut 

berupa sertipikat bak atas tanah. Dengan adanya kegiatan-kegiatan terse but tentunya 

akan ada pengaruhnya terhadap masyarakat sekitamya yang tidak terkena PRONA 

Pertanahan. 

Dengan demikian suatu daerah yang terkena PRONA Pertanahan 

diharapkan dapat memberi pengaruh terhadap masyarakat di sekitamya yang tidak 

terkena PRONA Pertanahan. Atas dasar haJ tersebut diharapkan dengan kesadaran 

sendiri dan setelah mengetahui arti penting kegunaan sertipikat mereka akan 

benninat atau tergerak hatinya untuk mensertipikatkan tanahnya secara rutin. 

Bertitik tolak dari uraian di atas maka penyusun menunuskan per-

masaJahan : " Sejauh manakah pen1aruh Proyek Operasi Nasional 

Pertanahan (PRONA) terhadap minat masyarakat sekltamya dalam 

pensertipikatan tanah eli Kecamatan Play en Kabupaten GunU���kidul ". 



C. Pemhatasan Masalab. 

Mengingat luasnya pennasalahan tersebut di atas dan mtuk memunglcinlam 

penyusun mengadakan penelitian yaog lobih intensif; maka penyusun perlu 

membatasi topik permasalahan yang akan diteliti : 

1. Proyek Operasi Nasional Pertanaban 

Proyek Operasi Nasional Pertanahan yang disingkat PRONA Pertanahan 

yang dimaksud dalam penelitian ini, bukao pelaksanaannya tetapi tanggapan 

masyarakat yang bukan peserta PRONA Pertanahan mengenai pelalcsanaan PRONA 

Pertanahsm di Kecamstpn Playen yang meliputi kegiatan lapangan seperti 

penyuluhan pertanabsm, pendaftarao peserta PRONA Pertanabao dan pengukunm 

bidq-bidaog tanah obyek PRONA Pertsmalum 

2. Minat masyarakat sekitamya dalam pensertipikatan tanah. 

Mblat adalab k.eceDdeJ1IDian hatl YUII tiD&cl terhadap sesaata; 
cairah daD kemp.aa. (Poenradarmiata WJS, 1976 : 583 ) 

Jadi minat masyarakat sekitamya dalam pensertipikatan tanah yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah keinginan atau keceodenmgan bati dari 

masyarakat yang bukan peserta PRONA Pertanaban di desa tempat lokasi PRONA 

Pertanahan untuk mensertipikatkan tanalmya melalui permohonao biasa atau secara 

rutin. 

3. Pensertipikatan Tanab. 

Peogertian pensertipikatao tanah bisa meocakup mqenai pensetipikabo 

tanah Hak Mil� Hak Gtma Bangunan, Hak Ouna Usaba dan Hak Pakai serta bak 



Pertanahan Dalam penulisan ini penyusun banya membatasi peogertian mengenai 

pensertipikatan Hale Milik asal dari konversi tanah bak adatlyasan secara rutin. 

D. TujUD do Kec-au PeaelitlaD. 

1. Tujuan Penelitian. 

Penyusun ingin mengetahui apakah cien8an adanya PRONA Pertanahan 

yang merupakan program pemerintah di bidaog pertanahan dapat memberi 

raogsangan kepada masyarakat sekitar lokasi PRONA Pertanahan Sehingga 

masyarakat sekitarnya benninat dalam pensertipikatan tanah secara rutin yaog 

secara tidak laogst1118 akan menumbubkan dan meningkatkao kesadarao bulam 

masyarakat di bidaog pertaoahan sehingga lebih sadar akan hak chm kewajibaonya 

atas tanah. 

2. Kegtmaan Penelitian. 

a. Memenuhi persyaratan dalam nmgka. menyelesaikan studi Diploma IV pada 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. 

b. Diharapkan dapat memberikan infomasi bagi yang memerlukaonya. 

It Tilljauaa Pustak.a do Keraapa Pemikiraa 

1. Dalam buku Repelita V Badan Pertanahan Nasional talnm 1990, dikemukakan 

bahwa pada repelita ill mulai dilaksaoakan Proyek Operasi Nasional 

Pertanahan (PRONA), yang merupakan pelayanan di bidaog pertanaban secara 

massal bagi masyarakat golo1J880 ekonomi lemah, yq tidak terjangkau oleh 

kegiatao-kegiatan proyek pembaogunan I� seperti tnmsmigrasi dan 



selama ini cendenmg pasif: maka dengan adanya PRONA Pertanahan aparat 

Pertanahan melaksanakan pendekatan kepada masyarakat uotuk mengsdakan 

pensertipikatan tBnah secara massal, deogan demikian memberilam kepastian 

hukum terhadap pemilikan dan penguasaan tBnah basi masyarakat luas. 

2. Sumaryo, (1988) YBD8 meogadakao penelitian deogan judol : " PeJIIaruh 

pemertlplkatan melalal PJlONA Pert•••h•n terudap pemertlplkatan 

secara ratiD dl Kecamatan Sicabda Kabupaten Daerah Tiqkat B 

Banjame1ara Prep.illll Daerala Tmpat I Jawa T encu " . Dari basil 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa : · 

a PensertipilcatBn tBnah melalui PRONA Pertanahan tidak meningkadcan 

pennobonan pensertipikatan secara rutin. 

b. Kesadaran dan persepsi masyarakat terbadap sertipikst masih kunmg. 

c. Km-aosnYa penyuluhan dari aparat Pertanaban sebinaga basilnya masih 

belum dapat diharapkan. 

Kesimpulan di atas diambil dari analisa data yang ada di Kantor 

Pertanahan mengenai permohonan sertipikat rutin yang diterbitkan pada 

Kecamatan Sigalub sebelum dan sesudah pelaksanaan PRONA Pertanahao. 

Temyata basilnya tidak ada perubaban yang mencolok. Alas dasar hal tenebut 

maka penyusun akan mengadakan penelitian secara I� gejala yq ada di 

masyarakat 

3. R Bintarto dan Surastopo Hadisumamo, (1987), m� bahwa dalam 



(Expansion DiffiJsion ), yaitu suatu proses dimana iDfomasi atau material 

menjalar melalui populasi dari suatu daerah ke daerah lain. Kedua Difusi 

Penampungan (Relication DiffiJsion), yaitu men.,alcan proses yang sama 

dengan peyebaran kemangan dimana iDformasi atau material yang difusikan 

m� da.erah yang lama dan berpindah atau ditampq di daerah yang 

baru. Difusi Ecspansial masih dibedak:an menjadi ma, yaitu : 

a. Difusi Menjalar (Contagious DiffiJsion) dimana proses menjalar terjadi 

deogao kontak langsuog aotara manusia atau aotara daerah proses ini 

tergantuog jarak, semakin dekat jarak aotara mamsia atau antara daerah 

berarti semakin mudah kontak terjadi. 

b. Difusi Koskande (Coscade DiffiJsioo) adalah proses penjalaran atm1 

peyebaran fenomena melalui beberapa tingkat atau hirartci. 

Berdasarlam teori difusi menjalar (Contagious Diffision) di atas maka 

penyusuo berpendapat bahwa IJda peyebaran infonnasi tentaog kegwmaan sertipikat 

tanah dari masyarakat yang terkena PR.ONA Pertanahan kepada masyarakat 

sekitamya yang bukan sebagai peserta PRONA Pertanahan dan belum memiliki 

sertipikat tanah. Sehingga mereka benninat untuk mensertipi.kadam tanabnya secara 

rutin di Kantor Pertanahan 

PembRDglman di Indonesia yang tumbuh dengao pe• maka keberadaan 

akan tanah akan menjadi saogat pentiog, karena luas tanah yang relaif tetap, 

sedangkan yang membutuhlam tanah akan bertambah seiring denpn bertambalmya 



perolehan tanah tersebut menimbulkan konflik dan sengketa tanah yang 

berkepanjangan. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan Wltuk menj amin kepastian 

hukmn bagi pemegang bak atas tanah maka Pemerintah mengeluarkan Undang­

Undang Nomor 5 TahlDl 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA) dan Peratunm pelaksanaan dari 1Dldang-1Dldang tersebut yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tah1Dl1961 yang kemudian disempumakan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tah1Dl1997 tentang Pendaftanm Tanah. 

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia, sejak dikeluarlcannya 

Peraturan Pemerintah tersebut diatas bingga sek:amug belmn mencapai basil seperti 

yang diharapkan, sehingga masih sering timbul sengketa tanah, penyerobotan tanah, 

petJB81maan tanah yang tidak sesuai dengan penmtukaonya dan tidak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Ketidak berhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia disebabkan 

oleh beberapa faktor antara lain : 

1. Ketidaktahuan masyarakat tentang arti penting dan kegamaan sertipikat bak atas 

tanah. 

2. Masih ada Bllgg&pan dari masyarakat bahwa Wltuk memperoleh sertipikat tanah 

diperlukan biaya yang mahal, proses yang berbelit-belit dan waktu yang lama. 

Dalam upaya mengatasi hal tersebut maka pemerintah membuat 

kebijaksanaan dalam pendaftaran tanah, yaitu menyeleoggarakan Proyek Operasi 



memunbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukmn masyarakat di bidang pertanahan. 

agar masyarakat lebih sadar hukmn dan lebih sadar akan hak dan kewajibannya atas 

tanah. 

Deogan melihat dari tujuao pelaksanaan PRONA Pertanahan tersebut maka 

akan menimbulkan suatu pertanyaan apakah dengan adanya PRONA Pertanahan 

akan mem.unbuhkan dan meningkatkan kesadanm masyarakat tentaog arti penting dan 

keg1maan sertipikat hak atas tanah, sehiJ1888 akan mempengaruhi masyarakat tmtuk 

mensertipikatkan tanalmya ke Kantor Pertanahan. 

F. Hlpotesb. 

Berdasarlam pokok permasalahan dan kenmgka pemikirao yang 

dikemukakan di atas maka penyusun menunuskan suatu hipotesis sebagai berikut : 

PRONA Pertanahan berpencaruh positif terhadap minat masyarakat 

sekitamya dalam pensertlpikatan tanah. 

G. Metode Penelitian. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey 

lapangan yang menitikberatkan pada penelitian relasional, yaitu mempelajari 

hubtmgan variabel-variabel sehingga secara langsung atan tidak langsung hipotesis 

penelitian akan dipertanyakan. Hubungan variabel-variabel ini merupakan lmbungan 

yang asimetris, yaitu Proyek Operasi Nasional PertanahAil adalah variabel yaog 

mempengaruhi dan minat masyarakat sekitamya dalam pensertipikatan tanah adalah 



1. Daerah Penelitian. 

Daerah penelitian adalah tingkat Kecamatan yang pemah dilaksanakan 

kegiatan PRONA Pertanahan Talnm Anggaran 1999/2000 di Kabupaten 

Gunungkidul. Kecamatan yang pemah dilaksanakan kegiatan PRONA Pertanahan 

pada ta1nm angganm tersebut adalah di Kecamatan Playen, pada kecamatan tersebut 

terdapat di dna desa sebagai lokasi PRONA Pertanahan yaitu : 

a Desa Banyusoco 

b. Desa Ngleri 

2. Populasi 

Populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari aoit- aoit analisa 

YIIDI dri-drinya akan did�a. Populasi dapat d.ihedakan antara 
populasi sampJin: dencan populasi sasaran. (Masri Sin&aribun dan 
Sofian Effendi, 1989 : 151). 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sampling adalah seluruh 

kepala keluarga di Desa Banyusoco dan Desa Ngleri, sedangkan populasi sasaran 

adalah kepala keluarga di ke 2 desa tersebut yang bukan merupakan peserta 

PRONA Pertanahan, baik yang sudah memiliki sertipikat tanah manptm yang belmn 

memiliki sertipikat tanah. Alasan dimasukannya kepala keluarga yang sudah 

memiliki sertipikat tanah sebagai populasi, karena penyustm ingin mengetahui 

apakah hal tersebut karena pengaruh PRONA Pertanahan. 



Langkah-langkah pemilihan populasi sasaran adalah sebagai berikut : 

a Desa Banyusoco 

1). Jwnlah Kepalakuluarga 1.324 KepalaKeluarga. 

2). Jwnlah kepala keluarga yang menjadi perserta PRONA Pertanahan 200 

Kepala keluarga 

3). Maka jumlah populasi sasaran 1.124 Kepala keluarga.. 

4 ). Perine ian tingkat pendidikan kepala keluarga ( Data dari Kantor Desa) 

a). Tidak sekolah sebanyak = 295KK 

b). Berpendidikan SD (Tamat/I'idak Tamat) = 326KK 

c). Berperdidikan SMP (Tamat!fidak Tamat) = 260KK 

d). Berpendidikan SMA (Tamat/I'idak Tamat) = 215KK 

e). Berpendidikan Perguruan tinggi (Tamatlfidak Tamat) = 28 KK 

Jumlah = 1124 KK 

b. Desa Ngleri 

1 ). Jmnlah Kepala kuluarga 641 Kepala Keluarga 

2). Jwnlah kepala keluarga yang menjadi perserta PRONA Pertanahan 350 

Kepala keluarga 

3). Maka jmnlah populasi sasaran 291 Kepala keluarga. 

4 ). Perincian tingkat pendidikan kepala keluarga ( Data dari Kantor Desa) 

a). Tidak sekolah sebanyak 

b). Berpendidikan SD (Tamatffidak Tamat) 

c). Berperdidikan SMP (Tamatlfidak Tamat) 

d). Berpendidikan SMA (Tamatffidak Tamat) 

= 42KK 

= 96KK 

= 70KK 

= 62KK 



3. Metode Pengambilan Sampel. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampel acak 

distratifikasi. De1J880 alasan karena populasi sampel adalah kepala keluarga yang 

heterogen, sehingga uotuk dapat menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat 

populasi yang bersangkutan harus dibagi-bagi dalam lapisan (Strata) yang seragam 

dan dari setiap lapisan (strata) dapat diambil sampel secara acak. 

Ketmtungan metode ini adalah : 

1. Semua ciri-dri populali YDI bltero1en dapat terwakili; 
1. Kemnn&kinan bali peneliti 1llltuk. meneliti lmb11111an antara satu 

laplsan deqan laplsan yaq lain, heptu Jill• membandJn&kan. 
(Masri siJI&arimb1DI, 1989: 163-164) 

Dalam penelitian ini pembagian (distratifikasi) ditentukan dengan tingkat 

pendidikan kepala keluarga., karena dengan tingkat pendidikan saogat erst 

hubungannya dalam cara menanggapi pelaksanaan PRONA Pertanahan dan minat 

mereka dalam pensertipiktan tanah. 

Adaptm tingkatan (strata) tersebut adalah sebagai berikut: 

a Strata I, Kepala keluarga yang tidak bersekolah dan berpendidikan Sekolah 

Dasar (SD). 

b. Strata ll, Kepala keluarga yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) 

c. Strata lli, Kepala keluarga yang berpendidikan Sekolah Menengah Umum 

(SMU). 

d Strata IV, Kepala keluarga yang berpendidikan Perguruan TinBgi (PT). 



Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden, dengan pembangian 

masing-masing desa diambil sampel 50 responden Alasan penyusun mengambil 

sampel sebanyak 100 responden, karena semakin banyak anggota sampel yang 

diambil dari populasi yang hiterogen akan lebih mewakili (representatif). 

Menentukan besamya sampel masing-masing stratmn detJ88D cara alokasi 

berimbang dengan besamya strata. (Mob. Nasir, 1988 : 355), yakni dengan 

menggun.akan nmms : 

Dimana f1 = 
N 

Keteragan 

fi =Sampling fraction stratake 1 

N = Besamya populasi 

N1= Besamya sub populasi stratake 1 

n = Besamya sampel 

n 1 = Besamya sub sampel strata ke 1 

Adap1Dl pelaksanaao pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

a Desa Banyusoco 

1). Kepala keluarga yang tidak sekolah dan berpendidikan SD sebaoyak 



621 

1124 
x 50 = 27 KK, yang diambil sebanyak 24 KK 

2). Kepala keluarga. yang berpendidikan SMP sebanyak 260 kepala 

keluarga, makajumlah sampel yang diambil: 

260 
x 50 = 12 KK, yang diambil sebanyak 12 KK 

1124 

3). Kepala keluarga. yang berpendidikan SMU sebanyak 215 kepala 

keluarga, makajumlah sampel yang diambil : 

215 

1124 
x 50 = 10 KK, yang diambil sebanyak 10 KK 

4 ). Kepala keluarga. yang berpendidikan Pergmuan Tinggi sebanyak 28 

kepala keluarga, maka jumlah sampel yang diambil : 

28 
x 50 = 1 KK, yang diambil sebanyak 4 KK 

1124 

b. Desa Ngleri 

1). Kepala keluarga yang tidak sekolah dan be�pendidikan SD sebanyak 

138 kepalakeluarga, makajumlah sampel yang diambil: 

138 

291 
x 50 = 24 KK, yang diambil sebanyak 22 KK 



2 ). Kepala keluarga. yang berpendidikan SMP sebanyak 70 kepala keluarga, 

maka jmnlah sampel yang diambil : 

70 

291 
x 50 = 12 KK, yang diambil sebanyak 12 KK 

3). Kepalakeluargayang berpendidikan SMU sebanyak 62 kepala keluarga, 

maka jmnlah sampel yang diambil : 

62 

291 
x 50 = 10 KK, yang diambil sebanyak 10 KK 

4 ). Kepala keluarga. yang berpendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 21 

kepalakeluarga, makajmnlah sampel yang diambil: 

21 

291 
x 50 = 4 KK, yang diambil sebanyak 6 KK 

4. Pengmnpulan Data 

a Teknik Pengumpulan Data 

1 ). Penelitian dokwnen, dengan jalan mencatst data atau arsip-arsip di 

instansi-instansi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

2 ). Observasi, adalah mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan 

mencatat secara sistematis terhadap gejala stan fenomena yang 

diselidiki. 

3). Daftar Pertanyaan (lruesioner) yang diisi oleh kepala keluarga. yang 

menjadi responden. 



b. Jenis Data. 

1 ). Data Primer 

Data yang dikumpulkan secara langsung dari responden dengan 

menggunakan da.ftar pertanyaan (Kuesioner) yang telah dipersiapkan 

sebelumnya 

2). Data sekunder 

Data yang diperoleh dengan mengadakan pencatatan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dan instansi-instansi lainnya yang 

ada hubungannya dengan penelitian ini. 

Data sekunder tersebut meliputi : 

a). Jumlah sertipikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Gunungkidul untuk Kecamatan Playen. 

b). Jumlah bidang tanah yang disertipikatkan dalam rangka PRONA 

Pertanahan di ketiga desa tersebut 

c). Data letak, luas, jumlah penduduk menurut umur dan tingkat 

pendidikan, jumlah kepala keluarga, jumlah pedusunan, jenis 

penggunaan tanah dan status tanah. 

d). Arsip-arsip mengenai pelaksanaan PRONA Pertanahan. 

5. Metode Analisis Data 

a Analisis satu variabel atau tabel frekuensi yaitu menyustu1 tabel frekuensi 

atas jawaban responden tu1tuk variabel PRONA Pertanahan dan variabel 

minat masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah. 



b. Analisis dua variabel atan Tabulasi silang, yaitn tmtuk menjelaskan 

hubtmgan antar variabel-variabel dan menggunakan distribusi persentase 

sebagai dasar tmtuk mengmnpulkan hubwtgan antara variabel (X) dan 

variabel (Y), dimana variabel (X) adalah variabel pengaruh yaitu PRONA 

Pertanahan sedangkan variabel (Y) adalah variabel terpengaruh yaitu minat 

masyarakat sekitar dalam pensertipikatan tanah. 

c. Analisis Kuantitatifi'Statistik, wttuk mengetahui kuat lemalmya hubungan 

antara variabel PRONA Pertanahan dengan variabel minat masyBI1!kat 

sekitamya dalam pensertipikatan tanah maka perlu diuji dengan analisis 

kuantitati/statistik dengan menggJmakan rumus Korelasi Product Moment 

sebagai berikut : 

r 
= 

xy 

NL,xy- (D)(L:y) 

Adapwtlangkah-Iangkahnya sebaga.i berikut: 

1. Pembuatan Skor. 

2. Uji statistik ini merupakan petunjuk kuantitatif dari jenis hubungan 

antar variabel, karena itn harus diketahui dahulu skor dari masing-

masing variabel yang akan dihitung. Dalam hal ini skor Wltuk variabel 

x adalah pelaksanaan PRONA Pertanahan dan variabel y yaitu minat 

masyarakat sekitamya dalam pensertipikatan tanah. Acuan tmtuk 

m�j:lina-masirur variabel diperoleh dari basil jawaban responden 



melalui daftar pertanyaan (kuesioner), kemuadian data tersebut disusun 

dan disajikan dalam bentuk tabel untuk keperluan analisis. 

3. Perbitungan korelasi 

a Menghitung data statistik dasar/sederhana yaitu N, L:x, Lxl, Ly, 

Ly2, Lxy berdasarkan data tabel yang telah disusun sebelumnya 

b. Menghitung koefisian korelasi product moment dengan rumus 

diatas. 

c. Mengkosultasikan nilai rxy terhadap nilai harga kritis r product 

moment, untuk penguj ian signifikan pada taraf signifikan 5 % 

melalui tabel harga kritis r product moment, artinya dengan tingkat 

kepercayaan 95%. 

d Interprestasi data yaitu menarik kesimpulan tentang koefisien 

korelasi antara variabel x dengan variabel y. 

e. Menghitung Koefisien Determinan, yaitu dengan mengkuadratkan 

nilai rxy, secara matematis persentase dari perhitungan ini akan 

diketahui efektifitas pengaruh variabel x terhadap variabel y, atau 

efektifitas pengaruh PRONA Pertanahan terbadap minat 

masyarakat sekitarnya dalam pensertipikatan tanah. 



A. Kesimpulan. 

DAB VI 

PENUTUP 

Dari hasil pembahasan dan analisis data sebagaimana dikemukakan pada 

Bab V, maka penyusun membuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan PRONA Pertanaban berpengaruh positif terlwtap minat 

masyarakat sekitamya dalam pensertipikatan tanah. 

2. Kegiatan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan PRONA Pertanahan yang 

paling besar pengaruhnya terbadap minat masyarakat dalam pensertipikatan 

tanah. 

3. Masyarakat belum mewujudkan minatnya dengan mengajukan permohonan 

sertipikat tanah secara rutin ke Kantor Pertanahan setempat karena kendala 

pokok yaitu belum mempunyai biaya untuk mendaftarkan tanahnya 

B. Saran 

1. Pelaksanaan PRONA Pertanahan hendaknya dapat terus ditingkatkan dari 

tahun ke tahun khususnya di desa-desa yang tanahnya masih banyak yang 

belum terdaftar (bersertipikat). 

2. Agar diadakan penyuluhan yang lebih intensif atau dengan kata lain 

penyuluhan tidak terbatas apabila ada proyek pensertipikatan tanah secara 

massal (PRONA Pertanahan), tetapi perlu dilaksanakan dalam bentuk dan 



3. Minat masyarakat dalam pensertipikatan tanah secararutin belum diwujudkan 

dengan mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan karena kendal a biaya 

Maka penyusun sarankan agar intansi Badan Pertanahan Nasional mencari 

terobosan dalam hal pembayaran pensertipikatan tanah, misalnya pembayaran 

secara kredit atau angsunm. Sehingga. masyarakat terutama golongan 

ekonomi lemah mampu mensertipikatkan tanahnya. 
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